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LEMEBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

TAHUN 2005

NOMOR :

3 SERI D NOMOR: 3

OANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang ;A

Mengingal : I

BUPATI NAGAN RAYA

bahwa, dalam  rangka  pelaksannan  Peraluran
Pemerintall Republik Indonesia Nomor 8§ Talwn 20013
tentang  Pedoman  Organisasi Perangkal  Daerah,
dipandang perlu membentuk dan menata  kembaly
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Nagan Raya;

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam
sualu Qanun Kabupaten Napgan Raya,

Undang=-undang Nomor 8 Tahun 1974 lentang, Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran  Negara  Republia
Indonesia Tahun 1974 Nomer 55, Tambahan Lembaran
MNepara Republik Indonesia Nomor 304 1) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 38907,
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Undang-undang Nomor 25 CTahun 1999 temang
Perimbangan Keuangan antarasPemeriniah Pusal dan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran  Nepara
Republik Indonesia Nomor 3848);

Undang-undang MNomor 28 Tahun 1999 lentang
Penyelengparaan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepoetisme  (Lembaran Mepara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang—Undang Nomer 44 Tahun 1999 lentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Dacrah
lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negare
Kepublik Indonesia Nomor 3893

Undang-undang MNomor |8 Tabun 2000 tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Acch
schagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam
(Lembaran Megara Tahun 2001 Nomor |14, Tambahan
Lembaran Megara Nomar 4134

Undang-undang Nomer 4 Tabhun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Baral Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Acch Darussalam (Lembaran Negara Tahun
2002 Momor 17, Tambahan Lembaran Megara Nomor
4179);

Undang — undang Momor 32 Tahun 2004 tentang
Pemeritahan Daecrah  (Lembaran Magara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara 4437); -

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3932);

Y. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah  (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,
Tambahan Lembaran WNegara Republik  Indoncsia
Momor 4262);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tabun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian  Pegawai  MNegeri  Sipil  (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 13,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4263): "

1. Kepulusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 lentang
Teknis Penyusunan Perundang-undangan, dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan  Rancangan  Keputusan  Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199%
Momor 70); .

12, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan  dan
Pemberhentian Sckrelaris Duerah Provinsi, Sckretaris
Dacrah Kabupaten/Kota serta Pejabat Stroktural Esclon
[l di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

13, Keputusan  Gubernur Provinsi  Mangeroe  Acch
Darussalam MNomor 9 Tahun 2002  tentang
Peoyerazaman Penyebutan Peraturan Daerah menjac
Canun,

Keputusan Bersama Meteri  Pendayagunaan  Aparaiur
Megara dan  Menteri  Dalam  Negeri Momor
O/SKB/M.PAN/A2003 dan Nomor : 17 tahun 2003 temang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang



44

Wewenang  Penpangkatan |, » Pemindahan,  dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persclujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : QANUN  KABUPATEN NAGAN BAYA TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASL  DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA.

BALR |
KETENTUAN LIMLUIM

Pasal |

Diadam Qanun ini vang dimaksud dengan

a.
b.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Pemerintah Daerah adalah Kepuala Daerah besernia Perangkat Daerah Clonom
vang Inin sehagai eksekutilf Dacrah

Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya  vang
selanjutnya disingkat Sekda; .
Lembagan Teknis Dacrah  adoloh  unsur  pelaksana  fugas  lerienly sesua
kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, vang dapat berbentuk Badan atau Kantor
Draerah;

Unil Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Teknis Dacrah adalah unsur pelaksana
Operasional Badan dan Kantor Daerah yang terdiri dari Kelompok Jabatan
[ungsional.

DAL 11
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
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Pusal 2 L]

(1} - Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
[Daerah Kabupaten Magan Raya ;

(2)  Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten Nagan Raya scbagaimana dimaksud ayat
(1), terdiri dari;

.
b.

€.
l.

[
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Badan Perencanaan Pembangunan Dacral

Badan Pegawasan Daerah |

Badan Penanaman Modal don Pengelolaan Ulsaha Dacrah;
Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran:
Koiawtor Perlambangan dan Loerpi;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Kantor Satuan Polist Pamong Praja;

Kantor Pelayanan Keschatan Rumab Sakit Umom Dacrak;

BAL 1T
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pértama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragrafl |
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

["asal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerahh merupakan unsur pelaksana lugas terieniu
dibidang Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten,

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daeral dan tugas-tugas fain

yang diberikan Bupati.



